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KERANGKA KERJASAMA PENELITIAN TERKAIT COVID—-19

)

\

SEHAT & COVID-19 RS

PRODUKTIF Sebagai
Dgn NORMAL Bencana

V4
BARU EXIT Nasional

Scenario
/ (13 April 2020)

KEBUJAKAN: / Analisic
Kajian Kebijakan Pemulihan
Stimulus Ekon. Dampak

Subsektor Laut & SDP Bencana Bencana

Analisis & Evaluasi
KEBIJAKAN: Dampak
Protokol Kebijakan pada

Kenormalan Baru Subsektor Laut & SDP
Subsektor Laut & SDP

Risiko

Mitigasi
Bencana

Bencana

RISIKO GAGAL

) INFRASTRUKTUR: Logistik
Kajian Dampak_ PSBB Jawa Kemanusiaan utk
pada Daerah di Luar Jawa Moda Laut & SDP

RISIKO GAGAL USAHA: Kajian Efektivitas
Kajian Resiliensi Operator PM. 18 & PM. 25
Moda Laut & SDP Moda Laut & SDP




KONSEP KEBIJAKAN MENUJU KENORMALAN BARU

INTERVENSI PEMERINTAH

AMANAT
UU. 17/2008

Keselamatan
KAPAL

Peluang
SANGAT
KECIL

Kebijakan

OPTIMAL
Pencegahan
Covid — 19 di Keselamatan &
TRANSPORTASI Kesehatan JIWA
LSDP

Resiko
PENULARAN COVID-19
Terjadi di MODA

Kelestarian
TRANSP. LSDP elestaria

LINGKUNGAN
LAUT

PENANGANAN COVID-19

Peluang
SANGAT

BESAR RENDAH

OPERATOR TRANSPORTASI LSDP

Biaya SN Pendapatan
Pelayaran LSDP NORMAL BARU Pelayaran LSDP

* Biaya — Tarip T

Aturan Keselamatan Biaya Modal I
Internasional (IMO) , Biaya Tetap Operasi Regulasi Pemerintah:

Aturan Klasifikasi Kapal Biaya Manajemen e Tarip Penump Kelas Ekonomi
Regulasi Doking Kapal Biaya Operasi Kapal e Batasan Armada Kapal

Aturan Keselamatan dan |
Keamanan di Pelabuhan

PROTOKOL KESEHATAN f
PENCEGAHAN
COVID-19
(KAPAL & PELABUHAN)

Biaya Kepelabuhanan

ATURAN OPERASIONAL
PENCEGAHAN COVID-19
(KAPAL & PELABUHAN)




KERANGKA LUARAN CLUSTER 1
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Analisis Kasus
COVID-19
menurut

waktu dan di
Indonesia

Analisis tingkat

keparahan dan

kerentanan di
Indonesia

Analisis tingkat
keparahan dan
kerentanan di
sekitar lokasi
pelabuhan,
khusnya yang kena
PSBB

Peta tematik \

wilayah sesuai
dengan

tingkat Sebaran
keparahan pandemic

, Covid-19
Tingkat

keparahan di
lokasi yang
terhubung dg

transportasi
laut

Analisis data jm
arus barang dan
penumpang
Sebelum &
Pasca COVID-19

Anaisis
Implementasi
PM 18 dan 25

Tingkat
efektifitas PM
18 dan 25
terhadap

Dampak PM 18
dan 25 thd
perubahan arus
penumpang
dan barang

Dampak subsector EKONOMI
e Penurunan pendapatan
* Tingkat inflasi akibat
berhentinya suplai

Evaluasi Kebijakan PSBB, PM 18 dan
PM 25 terhadap Moda Angkutan
Laut dan SDP
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Pelabuhan Belawan dan \‘A‘&‘,

Tanjung Kuala, Medan

Pelabuhan Teluk Bayur,
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LOKASI PELABUHAN DAN
TINGKAT RESIKO KASUS COVID-19

Y

YRS

Pelabuhan Malundu, Tarakan

v
Pelabuhan Semayang, Balikpapan

RESIKO KENAIKAN KASUS

B RESIKO TINGGI

B RESIKO SEDANG
RESIKO RENDAH

v I TIDAK TERDAMPAK

Data 30 Mei 2020

: : : v
Pelab. Tanjung Priok, Jakarta Pelab. Tanjung Perak, Surabaya Pelab. Trisakti, Banjarmasin

- Pelabuhan Makassar




Kerangka Luaran Cluster 2

-

Analisis Kasus
COVID-19
menurut

waktu dan di
Indonesia

Analisis tingkat

keparahan dan

kerentanan di
Indonesia

Analisis tingkat

keparahan dan
kerentanan di
sekitar lokasi
pelabuhan,

Peta tematik
wilayah sesuai
dengan

tingkat

keparahan

Tingkat
keparahan di
lokasi yang
terhubung dg

Sebaran
pandemic
Covid-19

khusnya yang kena
PSBB

—

KAJIAN EFEKTIFITAS PM18 DAN 25

transportasi
laut

Tingkat kepatuhan
operator
transportasi laut
thd PM 18 dan 25

Evaluasi Kebijakan PM 18 dan
PM 25 dan rekomendasi

Efektifitas kebijakan baru di masa New

kebijakan PM Normal
18 dan 25

Iplementasi
PM 18 dan

E
Vv
A
L
U
A
S
[

Tingkat kepatuhan
masyarakat
pengguna
transportasi laut
thd PM 18 dan 25




PSBB VS JARINGAN TRANSPOR

AS|I LAUT NASIONAL

1. Daerah non jawa yg kesulitan Aksesibilitas Angkutan Transportasi Laut dari Jawa ke Luar Jawa

akses akibat PSBB di Jawa
2. Dampak pembatasan New

Normal yang akan terjadi. (Pasca
PSBB)

SKENARIO NEW NORMAL
ANGKUTAN LSDP e

Acce:
@) /\ccessibility Index 16 <x < 32
D o
L]
Tujuan:
J .

1. Penyebaran Covid19 di luar Jawa akan minimal
2. Ketahanan daerah Luar Jawa terhadap Covid19 tetap terjaga
3. Arus Logistik antar pulau tetap terjaga

Sumber Gambar: Setyo Nugroho, Tri Achmadi,
Agsari Aulia .P, and Ni Luh Putu, Connectivity on
Domestic Sea Transport, The Collaboration between
ITS and The World Bank




SKENARIO NEW NORMAL

PERSIAPAN DAN PEMESANAN TIKET

Persiapan dokumen
kesehatan Dan ijin
perjalanan

Cek posisi ka ~ ,

kapal (online)

Cek in online dgn
memasukkan
seluruh dokumen

Dan kedatangan

WAJIB MENGENAKAN
MASKER

N KI
TANPA MENGGUNAKAN MASKER
BERLAKU SELAMA PANDEMI CO!

PERJALANAN KE ,,ad‘
/g /a

.PELABUHAN l o
(Patuhi Protokol Kesehatan)

(masker dan keep distance)

AREA TERMINAL

Ambil antrian cek

bagasi dan dokumen* RBLR%O

Mematuhi Semua
Protokol Kesehatan
di Kapal

Boarding and
.- ) 2 v L
| ? eep distance

=% Sampai pelabuhan: ~ Duduk sesuai
: . melalui gerbang No. antrian
i1/| disinfectant and keep

|| Cek suhu distance

* Penumpang sudah membawa tiket online dan mengetahui jadwal kapal




KERANGKA LUARAN KLUSTER 3.1

Cluster 3
(Risiko)

RISIKO GAGAL
USAHA:
Kajian Resiliensi
Operator Moda
Laut & SDP

o

|
|
|
|
L

Korporasi LSDP

SEBELUM “NEW NORMAL”

KOMPONEN
BIAYA

1. Biaya Kapital

2. Biaya Operasi

3. Biaya Docking

4. Biaya Perjalanan

KAPASITAS
PRODUKSI

Maksimum 100% Kapasitas

UNIT BIAYA
(HPP)

TOTAL BIAYA/
PRODUKSI

<

“NEW NORMAL”

1. Biaya Kapital

2. Biaya Operasi

Tiketing Online

3. Biaya Docking

4. Biaya Perjalanan

Peralatan Test Covid-19

5. Penanganan Penumpang
(Pencegahan Penularan
Covid-19)

Perlengkapan Medis/ APD

Tenaga kesehatan

Kurang dari 50% Kapasitas

Pengecekan kesehatan
penumpang

TOTAL BIAYA /
PRODUKSI

Unit Biaya/ HPP New Normal lebih tinggi

\ 4

PENYESUAIAN TARIF
ANGKUTAN LSDP

KEBIJAKAN FINANSIAL

o o — — — — — —



KERANGKA LUARAN KLUSTER 3.2

KAJIAN DAMPAK PSBB TERHADAP EKONOMI LUAR JAWA

PANDEMI

g

TINDAKAN
PEMERINTAH

PEMBATASAN

KEBIJAKAN

PSBB DI JAWA

Prioritasi kegiatan
angkutan logistik
Pelonggaran
kegiatan industri
non-strategis yang
menunjang
ekonomi luar Jawa
Pemberlakuan dan

pengetatan

KEBIJAKAN
EKONOMI

M Prioritasi kegiatan

ekonomi yang
menunjang
pertumbuhan
ekonomi di luar
Jawa

Prioritasi kegiatan
ekonomi yang
menunjang

KEBIJAKAN

INFRASTRUKTUR

PELABUHAN

BARANG DAN
PENYEBERANGAN

B Mempertahankan

dan memantapkan
kapasitas

M Bantuan

pemantapan
kapasitas

KEGIATAN
EKONOMI

protokol kesehatan

kesejahteraan B Memberikan
sosial di luar Jawa insentif fiskal dan
Memberikan moneter

insentif fiskal dan B Pemberlakuan dan

PENURUNAN moneter pengetatan
PRODUKSI protokol kesehatan

BARANG

PENURUNAN PENURUNAN PENURUNAN DAMPAK PSBB

KEGIATAN KEGIATAN LALU LINTAS TERHADAP

ANGKUTAN EKONOMI
LOGISTIK BONGKAR MUAT PELAYARAN LUAR JAWA




KERANGKA LUARAN KLUSTER 4.1

r—— —— — — — — — — — —

Kebijakan Teknologi Informasi Komunikasi

ASPEK KESEHATAN & KESELAMATAN PELAYARAN
(Ref.: Joint Statement WHO & IMO)

Cluster 4
(Pemulihan)

KEBIJAKAN:
Protokol
Kenormalan Baru
Subsektor Laut &
SDP

Prasarana:

Terminal Pax

Fasilitas Umum
Kelengkapan Ambulan
Fasilitas Kesehatan

Operasional Transp. LSDP :

Jadwal & Rute Operasional Kapal
Kapasitas Muat Max (50%)
Kepastian Penerapan Disiplin Protokol Normal Baru

Sarana (Kapal):

Kabin Penumpang
Kursi Penumpang

Fas. Umum di Kapal
Fas. Kesehatan di Kapal
Fas. Ibadah di Kapal
Alat Keselamatan

Awak Kapal:

Sosialisasi Protokol Normal Baru

Drilling Protokol Normal Baru

Subsidi Upgrade Awak Kapal

Pantauan Berkelanjutan Kesehatan Awak Kapal
Pertukaran Awak Kapal

Muatan Kapal LSDP:

Penggunaan teknologi ITK:
e Transaksi pengguna jasa:
ePemesanan, Pembelian, Check-in
e Pelaporan ke Otoritas
e Manifes, PIB, Kepatuhan Protokol
Penumpang:
e Screening Kesehatan Penumpang
e Sosialisasi Protokol Normal Baru
Kendaraan & Bagasi Penumpang:
e Penyemprotan Kendaraan
e Penyemprotan Bagasi

——_———_———_d




KEBIJAKAN STRATEGIS TIK

KEBIJAKAN INTEGRASI
PENYEDIA JASA
TRANSPORT LSDP

KEBIJAKAN NTEGRASI
LAYANAN
PENGGUNA JASA
TRANSPORT LSDP

NEW
NORMAL

KEBIJAKAN INTEGRASI
OPERASIONAL
TRANSPORT LSDP

MANAJEMEN ARMADA
KAPAL LSDP

MANAJEMEN OPERASI
KAPAL LSDP

OPERASI KAPAL:

e Rute

e Jadwal Operasi
Kapal LSDP

e Manifest Kapal

e Pantauan Posisi

MANAJEMEN
PENGGUNA JASA LSDP

PENGGUNA JASA:
e Pemesanan
e Transaksi
e Check-iin

MANAJEMEN REVENUE
JASA LSDP

PENGGUNA JASA:
e Revenue
Collection

MANAJEMEN
KESELAMATAN KAPAL
LSDP

PELAPORAN
OPERASIONAL KAPAL
KEPADA OTORITAS

MANAJEMEN
MONEV OPERASIONAL
LSDP

KOMPLIANCE
PROTOKOL
NORMAL BARU




1

Sistem
Manajemen
Armada:

* Manajemen
armada. Posisi
dll

2 \ Manajemen

Pengenal Wajah/ Deteksi Identitas /Y jadwal,

Deteksi Suhu High-speed / > optimasi

Provider Sea-Tr Penghitung Penumpang \ “ | ka.1pasijcas .

Boarding Check o2 ALl Diseminasi
' informasi
LSDP

Pemesanan, ticketing, Port Self Check-in
dan Manajemen Pendapatan

Sistem Dukung
* Perijinan (SUK, SPB, ...)
* Pengambilan Keputusan
* Pelaporan, SPBE
Pr

okol Sesuai Joint Statement WHO-IMO

» Data Sarana (kabin, kursi ... ) — Prasarana (terminal, faskes, ...)
Data Kesiapan awak kapal (protocol update, kesehatan, ...) Nom® g

o S

* Data Kesiapan Kelengkapan Kapal/ Muatan (dokumentasi) "y

harus di
Proses dimudahkan ! .




Kerangka Luaran Kluster 4.2

Kebijakan Ekonomi Makro
ASPEK EKONOMI PELAYARAN

Cluster 4
(Pemulihan)

Fiskal:
Penundaan Pajak
Penundaan PNBP

Kajian Kebijakan Pengurangan Biaya Kepelabuhanan

Stimulus Ekon.
Subsektor Laut &

SDP I Moneter:

KEBIJAKAN: -I Penurunan harga BBM (Hampir 50% Biaya Pelayaran)

Insentif Upgrade Fas. Kesehatan pada Sar-pras Transp. LSDP

Pengurangan bunga pinjaman atau ditanggung pemerintah
Pinjaman Lunak utk Upgrade Sarana Kapal sesuai Protokol

L




KERANGKA KEB

RESILIENSI
KORPORASI

T —31

KEBIJAKAN FISKAL
UTK SUBSEKTOR
TRANSPORT LSDP

KONDISI
EKONOMI
MAKRO

KEBIJAKAN MONETER
UTK SUBSEKTOR
TRANSPORT LSDP

Variabel Insentif
Fiskal

Biaya
Pelayaran LSDP

Pendapatan
Pelayaran LSDP

Profitabilitas

JAKAN STRATEGIS EKONOMI MAKRO

Intervensi Kebijakan Fiskal

Mengurangi Beban Biaya
Insentif Pajak
Keringanan PNBP
Subsidi Operasional
Pengurangan Biaya Pelabuhan
Insentif Penyediaan Sarpras
Faskes

Menambah Pendapatan
e Penetapan tarif baru
e Subsidi tarif

Rekomendasi
Kebijakan Moneter

Penurunan Suku Bunga

Pinjaman Lunak

USER & OPR
TRANSPORT
LSDP




STRUKTUR PDRB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT LAPANGAN USAHA TRIWULAN
-2020 ( Y-on-Y)

Sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi sebesar -6,38 (Triw 1-2020 TerhadapTriw IV-2019

(g-to-q) sedangkan Triw 1-2020 Terhadap Triw I-2019 (y-on-y) hanya tumbuh sebesar 1,27. Transportasi
menyumbang 5,17% dari total perekonomian Indonesia.

Struktur PDB ¢ Pertumbuhan PDB )
[20.06] 19,98 [ Industri _ 206 [3.85]

(13.19 13,20 [ Perdagangan 160 [5.21]

[12:65] 12,84 S Pertanian 0,02 [1.82]

[10.73] 10,70 Konstruksi 2,90 [5.91]

[7.77] 6,82 : [2.32]

[4.34]1 470 Jasa Keuangan & Asuransi
[3.95] 4,25 Informasi dan Komunikasi B 9,81 [9.09]
[3.56] 3,61 Adm. Pemerintahan 3,16 [6.41]
[3.14] 3,31 Jasa Pendidikan 5,89 [5.64]
[2.84] 288 Real Estat 3.83 [5.40]
[2.83] 2,80 Akomodasi & Makan Minum 1,95 [3.87]
[n.31] 2,05 Jasa Lainnya 7,09 [9.97]
[1,80] 2,00 Jasa Perusahaan 5,39 [10.36]
[1.10] 1,20 Jasa Kesehatan & Keg Sosial ] 10,39 [8.64]
A7 147 Pengadaan Listrik & Gas 3,85 [4.12]
[0.07]1 0.07 Pengadaan Air 4 56 [8.95]

Keterangan - Angka dalam [ . ] merugakan angka Triwulan 1-2019 (Y-on-Y)

Kelerangan: Andakadalam nmerupakananqaka yvulanl-2019



Langkah Awal dalam Penetapan Insentif Fiskal
Perhubungan Laut dan SDP Terkait Pandemi COVID-19

* Pesan Penting

e Sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi sebesar -6,38 (Triw 1-2020
Terhadap Triw IV-2019 (g-to-g) sedangkan Triw 1-2020 Terhadap Triw 1-2019 (y-on-y) hanya
’Icu(rinbuh_sebesar 1,27. Sektor Transportasi menyumbang 5,17% dari total perekonomian
ndonesia.

* Kontribusi angkutan laut terhadap total perekonomian sebesar 0,32% =2 pengganda
kedepan (FL) sebesar 1.0036 dan pengganda kebelakang (BL) sebesar 1.21628.

Demikian juga dengan Kontribusi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan terhadap total

perekonomian 0,11% (Tri 1, 2020) dengan FL sebesar 0.7110 dan BL 1.022505
* Kebijakan stimulus ekonomi untuk menghadapi COVID-19 bagi UMKM saat ini utamanya
ditujukan bagi:

1. UMKM yang memiliki pinjaman dari Bank sehingga mendapatkan keringanan dalam membayar
cicilan hutang melalui restrukturisasi kredit;

2.  UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak yang memperoleh insentif pajak;
3.  UMKM di bidang industri/manufaktur.

« Sektor Angkutan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebarangan belum
mendapatkan stimulus fiskal dari pemerintah =» Padahal dampak Pandemi ini
menyebabkan Nilai Tambah Angkutan Laut turun -4,07% dan Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan turun -4.16% (triwulan 1 tahun 2020 dibandingkan triwulan 4 tahun 2019)




Pemetaan Unit Usaha Perhubungan Laut dan SDP
(Insentif Kebijakan Menuju Normal Baru)

Sektor Usaha
Formal

Berbadan hukum

Kredit ke bank atau lembaga
keuangan untuk pemodalan

Merupakan wajib pajak

Usaha di sektor industri/manufaktur

Insentif Kecil T 9ok berbadan hukum Insentif Besar

Tidak akses kredit ke bank atau
lembaga keuangan

Bukan wajib pajak

Bukan usaha di bidang

industri/manufaktur seperti Unit

Usaha Perhubungan Laut dan

SDP ktor Usaha

Informal




ldentifikasi Penerima Manfaat Insentif Fiskal

Penerima manfaat = Unit Usaha Perhubungan Laut dan SDP

. Identifikasi jangkauan Penentuan N Penetapan ¥ Penyaluran
Potensi Data Validasi '- telekomunikasi dan Bentuk - sasaran - Insentif
kepemilikan gadget bantuan penerima Fiskal




SEKIAN & TERIMA KASIH




